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A B S T R A K 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis peran 
pemerintah Desa Kasango, Kabupaten Pulau Taliabu, dalam 
meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui empat peran 
sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran pemerintah 
desa sebagai regulator belum optimal karena belum adanya perdes 
yang komprehensif. Sebagai dinamisator, pemerintah desa telah 
mendorong partisipasi masyarakat melalui insentif finansial dan 
program pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal, namun 
partisipasi ini masih bersifat sementara. Sebagai fasilitator, 
pemerintah desa telah menyediakan infrastruktur dasar dan bantuan 
Langsung tunai, tetapi kurangnya Pemeliharaan infrastruktur 
menjadi kendala utama. Sementara itu, sebagai katalisator, 
pemerintah desa telah mengalokasikan dana untuk sektor perikanan 
dan pertanian, namun belum diikuti dengan pendampingan yang 
memadai. Dengan demikian, diperlukan perbaikan dalam 

penyusunan perdes, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pendampingan program untuk memastikan 
keberlanjutan dan efektivitas program-program yang telah dilaksanakan dan pencarian sumber 
pendanaan tambahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran.  
A B S T R A C T 
This study aims to analyze the role of the Kasango Village Government, Pulau Taliabu Regency, in enhancing 
community empowerment through four key roles: regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst. This 
research employs a qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, 
and documentation. The findings indicate that the government’s role as a regulator is not yet optimal due 
to the absence of comprehensive village regulations. As a dynamizer, the village government has 
encouraged community participation through financial incentives and skill training programs based on 
local potential; however, this participation remains temporary. As a facilitator, the village government has 
provided basic infrastructure and direct cash assistance, but poor maintenance of infrastructure remains a 
major obstacle. Meanwhile, as a catalyst, the village government has allocated funds to the fisheries and 
agriculture sectors, though these efforts have not been followed by adequate mentoring. Therefore, 
improvements in regulation development, increased community participation, and program mentoring are 
necessary to ensure sustainability and effectiveness. Additionally, alternative funding sources are needed 
to overcome budget limitations.
 
PENDAHULUAN 

Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang di klasifikasikan kedalam tingkat provinsi, 
kabupaten dan ada pula pemerintahan yang ada di bawah yaitu pemerintahan desa. Desa adalah suatu 
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah hukum, mempunyai kewenangan mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui 
dan dimasukkan dalam sistem pemerintahan nasional dan berkedudukan di kota/kota kabupaten menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.  

 Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa 
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan 
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yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan menurut Widjaja 
dalam (Endah, 2020) menjelaskan bahwa inti dari pemberdayaan adalah Upaya membangkitkan segala 
kemampuan desa yang ada untuk mencapai tujuan, 

Menurut Arif dalam Adhawati dalam (Anggreyni Raintung & Sumampow, 2021) Peran Pemerintah 
desa dalam pemberdayakan masyarakat terbagi menjadi empat peran yaitu : 1) Peran Pemerintah sebagai 
Regulator. 2) Peran Pemerintah sebagai Dinamisator, 3) Peran Pemerintah sebagai Fasilitator, 4) Peran 
Pemerintah sebagai Katalisator. Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk 
menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka 
efektifitas dan tertib administrasi pembangunan) (Nurmagfirah, 2018). Sebagai regulator, pemerintah desa 
memiliki peran sebagai regulator dalam meningkatkan Pemberdayaan masyarakat   dengan menetapkan 
peraturan-peraturan desa (Pesdes) yang mengatur penyelenggaraan pembangunan. Peran pemerintah 
sebagai dinamisator adalah menggerakan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses 
pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah) (Nurmagfirah, 2018). 
Sebagai dinamisator, pemerintah desa bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam 
pengambilan keputusan. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dimana pemerintah mempunyai 
peran untuk memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan 
kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program (Nartin & Musin, 2022). 

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah dimana pemerintah mempunyai peran untuk 
memfasilitasi atau menjembatani berbagai pihak yang bersangkutan serta menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi pelaksanaan program (Nartin & Musin, 2022).  Peran ini dapat diwujudkan dalam bentuk 
dialog bersama kelompok masyarakat terkait apa   saja   faktor-faktor   yang   menjadi   penghambat   yang   
kemudian menghasilkan suatu rumusan guna memecahkan permaslahan tersebut, melalui peran ini, 
pemerintah desa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan memfasilitasi 
pengembangan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah sebagai katalisator 
pemerintah desa berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi desa. Dimana hal ini 
berkaitan dengan pemerintah desa dalam melihat dan mengkoordinir langsung factor-faktor yang dapat 
mendorong laju perkembangan program-program pembangunan. Dalam rangka mengoptimalkan peran 
pemerintah sebagai katalisator, pemerintah desa juga perlu mendorong partisipasi pihak lain, seperti pihak 
pemerintahan daerah dan masyarakat. 

penelitian sebelumnya yang di kemukakan oleh (Anggraini Raintung et al., 2021) dengan Judul 
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur 
Kabupaten Bolaang Mongondow, di mana hasil penelitianya menunjukan menunjukkan bahwa peran 
pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa mobuya belum terlaksana   secara   optimal   
dikarenakan   kurangnya   perhatian   oleh   pemerintah terhadap  kelompok  tani,  kurangnya  keaktifan  
dan  keterlibatan  pemerintah  secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok 
tani, baik secara modal,  maupun  sarana  dan  prasarana  pertanian  serta  pembagian  bantuan  yang belum 
merata bagi kelompok tani. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian bahea penelitian Anggraini 
Raitungd kk hanya Fokus pada pemberdayaan kelompok tani, khususnya bagaimana pemerintah desa 
berperan dalam mengembangkan potensi dan kesejahteraan petani. Sedangkan penelitian ini Fokus pada 
pemberdayaan masyarakat secara umum, bukan hanya kelompok tani, termasuk pendidikan, kesehatan, 
dan ekonomi. 

Desa kasango merupakan salah satu dari 71 Desa di Kabupaten Pulau Taliabu yang berada di 
Kawasan pesisir pantai kecamatan taliabu barat laut, Dengan populasi mencapai 507 jiwa, yang terdiri dari 
128 kepala keluarga. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, yaitu sebanyak 200 orang, yang 
menunjukkan bahwa pertanian sangat penting dalam perekonomian lokal. Selain itu, ada 150 orang yang 
bekerja sebagai nelayan. Sebaliknya, hanya ada 6 orang yang bekerja sebagai pedagang dan 5 orang sebagai 
pegawai negeri sipil, menunjukkan bahwa tidak banyak masyarakat yang bekerja di bidang selain 
pertanian dan perikanan. Data ini menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut mengenai dampak kebijakan 
atau program yang bertujuan meningkatkan  ekonomi di desa Kosango. 
 
METODE  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD, Toko masyarakat dan 
masyarakat, observasi lapangan, serta analisis dokumen seperti APBDes 2024. Teknik analisis data 
mengikuti model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dan observasi lapangan, serta 
data sekunder dari dokumen perencanaan dan laporan tahunan desa. Analisis dilakukan secara tematik 
berdasarkan empat peran utama pemerintah desa. Uji validitas dilakukan melalui teknik triangulasi 
sumber dan metode. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemerintah Desa Kasango memainkan peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat, yang 

dapat dilihat dari upaya regulatifnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah 
menetapkan sejumlah Aturan yang mengatur pengelolaan dana desa,. Peraturan ini menjadi instrumen 
penting dalam menciptakan tata kelola pembangunan yang akuntabel dan partisipatif. Sebagaimana 
dikemukakan oleh Nurmagfirah (2018), peran sebagai regulator diwujudkan melalui penyusunan 
kebijakan untuk menjamin efektivitas administrasi pembangunan desa. Hal ini selaras dengan yang di 
kemukakan oleh (Rustam Tohopi et al., 2024) Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu kebijakan publik 
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada pemerintah desa sebagai 
implementor atau pelaksananya (UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Tujuan utama kebijakan Dana 
Desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi 
kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Adanya Dana Desa memungkinkan desa menciptakan pembangunan 
dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 

Dalam kerangka sebagai regulator, pemerintah desa juga menetapkan prioritas anggaran yang 
mencerminkan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023 misalnya, peningkatan alokasi dana untuk bidang 
pemberdayaan masyarakat dari Rp61.500.000 di tahun 2022 menjadi Rp139.437.400 di tahun 2023 
menunjukkan adanya penguatan kebijakan afirmatif terhadap pemberdayaan ekonomi dan sosial warga. 
Keputusan ini memperkuat teori Peterson dalam Hardiansyansyah (2018) bahwa kebijakan publik 
mencerminkan pilihan rasional pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya secara adil untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran ini mencerminkan orientasi pemerintah desa untuk 
mengarahkan pembangunan secara terstruktur melalui regulasi. 

Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah Desa Kasango secara aktif mendorong 
keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa. Penelitian menemukan bahwa dalam setiap tahap 
perencanaan program, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Proses ini memperkuat 
dinamika partisipatif dan menunjukkan bahwa pemerintah desa mampu menjaga semangat gotong royong 
sebagai kekuatan sosial lokal. Nurmagfirah (2018) menyatakan bahwa peran dinamisator sangat penting 
ketika proses pembangunan mengalami stagnasi. Di Kasango, partisipasi masyarakat dalam penetapan 
prioritas program pembangunan menjadi cerminan bahwa pemerintah tidak berjalan sendiri, melainkan 
bersama warga. 

Sebagai dinamisator, pemerintah juga memelihara semangat kolektif dengan menggerakkan 
elemen pemuda dan kelompok masyarakat dalam program padat karya dan pelatihan keterampilan. 
Aktivitas ini memberi ruang bagi peningkatan kapasitas warga secara inklusif. Dalam perspektif teori 
administrasi publik, seperti disampaikan oleh Keban (2018), keberhasilan manajemen pembangunan desa 
sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan. Pemberdayaan di sini 
tidak hanya sebatas memberikan bantuan, tetapi menciptakan kondisi agar masyarakat dapat berkembang 
secara mandiri. 

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator tercermin dari kolaborasi yang dibangun dengan dinas 
pendidikan dan kesehatan. Misalnya, dalam penyediaan fasilitas pendidikan PAUD, pemerintah desa 
menanggung gaji guru sementara fasilitas disediakan oleh dinas terkait Hal tersebut sebagaimana 
termaktsud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 (pascaperubahan) juga merumuskan bahwa: “

Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya” 

Dalam (Nani, 2021). DiSinergi ini menunjukkan adanya pemahaman pemerintah desa akan peran 
jembatannya dalam menghadirkan layanan publik yang terintegrasi. Sebagaimana teori Nartin & Musin 
(2022), fasilitasi yang efektif akan muncul ketika pemerintah mampu menciptakan iklim kondusif melalui 
koordinasi lintas sektor. 

Selain itu, pemerintah desa juga memfasilitasi kegiatan pengembangan ekonomi seperti pelatihan 
keterampilan membuat produk lokal. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga 
memperluas akses pasar masyarakat desa. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan menurut 
Sumardjo dalam Endah (2020) yang menekankan pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas 
dalam mengelola sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan kata lain, fasilitasi yang 
dilakukan oleh pemerintah desa di Kasango telah bergerak dari pendekatan top-down ke pendekatan 
partisipatif. 

Sebagai katalisator, pemerintah desa mendorong percepatan pembangunan melalui berbagai 
inisiatif. Pemerintah aktif mengidentifikasi potensi desa dan mengupayakan sinergi dengan pemerintah 
kabupaten untuk mengoptimalkan anggaran. Misalnya, dalam sektor pertanian dan perikanan, kepala desa 
menggandeng penyuluh untuk mengatasi keterbatasan pendampingan teknis yang sebelumnya menjadi 
kendala. Hal ini sejalan dengan peran katalisator menurut Anggreyni Raintung & Sumampow (2021), di 
mana pemerintah berperan mempercepat transformasi potensi desa menjadi kekuatan pembangunan. 
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Pemerintah desa juga mengambil peran strategis dalam mengintegrasikan pembangunan 
infrastruktur dengan pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan melalui program pelatihan bagi 
pemuda dan dukungan terhadap kelompok wanita tani serta nelayan. Upaya ini menunjukkan bahwa 
katalisasi pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik semata, tetapi juga pada penguatan kualitas 
sumber daya manusia desa. Dengan demikian, pemerintah desa tidak hanya menjadi penggerak kebijakan, 
tetapi juga motor penggerak sosial yang menciptakan ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. 
 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa Kasango dalam meningkatkan 
pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa memiliki peran yang cukup 
signifikan dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui empat dimensi utama, 
yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. 

Pertama, peran sebagai regulator ditunjukkan melalui kebijakan dan peraturan desa yang 
diarahkan untuk mendukung kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam 
bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Pemerintah desa telah menyusun berbagai peraturan desa 
yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program pemberdayaan. Kedua, peran sebagai 
dinamisator terlihat dari upaya pemerintah desa dalam memobilisasi partisipasi masyarakat untuk terlibat 
aktif dalam proses pembangunan. Pemerintah desa mendorong kesadaran kolektif melalui musyawarah 
desa dan forum-forum diskusi yang terbuka. Ketiga, peran sebagai fasilitator dilakukan melalui kemitraan 
dengan lembaga lain dan pemberian akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. 
Pemerintah desa juga berupaya menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan berbagai program 
pemberdayaan. Keempat, peran sebagai katalisator tampak dalam inisiatif pemerintah desa yang 
menggerakkan potensi lokal serta mendorong percepatan pembangunan. Pemerintah desa aktif dalam 
menggali dan mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, seperti sektor pertanian dan perikanan 
yang menjadi basis ekonomi utama di Desa Kasango.  

Secara umum, peran pemerintah desa dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa 
Kasango telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan 
sumber daya dan partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah 
desa, masyarakat, dan pihak terkait perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pembangunan yang 
inklusif dan berkelanjutan.  
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